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ABSTRAK

Fada akhir-gkhir ini semakin banyak kritikan-kritikan terhadap kinerja peradilan, masvarakat pencard keadilan
sermakin tidak perciya kepada dunia peradilan. Salah satu masalah penting vang diradapi oleh badan pesadilan
di Indonesia ialah lnmbatnya proses penyelesaian perkare di Mahkamah Agung. Perkembangan masyarakan,
perdagangan dan industri semakin lama semakin kompleks, sehingga menghenduki adanva institesi vaag dapat
| menangani sengheta secara cepat. Penvelesatan sengketa di Pengadilan disamping lamban, juss malsal dan
| memboroskan energi, waktu dan pang, sedangkan dunin bisniz menghendaki elisisnsi, kerahasian serts

lestarinya hubungan kerjasama antara pedagang sehingea pada prinsipnya menghenduki penyelesaian sengheta

melilui win-win solusion. Semenjak keluarnya PERMA Republik Indonesiz Mo, 2 Tahun 2003 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pibak yang bersengketa dapar memakai salzh sate altematf

penyelesien sengketa dengan cepat mefawi carn mediasi dengan hantuan mediator, Proses sccara mediast ini
| cukup cepat, yukni stlama 20 (dua puluh} hari senienjak pore pihak sepakil melelui mediasi, maka perkara
| tersebut harus putus. Berdasarkan kenyatan diatas. penulis mencoba mengangkat ke dalam suzste penelitisn
dergin ruang lingkup permasalahan. Ragaimas efekiifites pelaksanaan mediasi & Pengadilan Megeri Padang.
apakah vang menjedi penghambat mediasi oleh Hakim di Pengadilan Negesi Padang. Dalam penulisan shripsi
ini, penelition yang digunakan oleh penulis adalah vuridis sosiologiz, Berdasarkun hasil penclitan; balwa
pelaksanian mediasi &i Pengadilan Negeri Padang belum efekiif, hal ini terlihan pada tahun 2004 — 2006 dur
356 perkuru tidak satupun yang diputus secars mediasi. Yang menjadi penghambar  mediasi olch hakim di
Pengadilan Megeri Padang adalah dimana para hakim yang telah merdapatkan pelatiban mediasi sudah pindal
selurulinya, sehingga para hakim yang ada saat ini tiduk bisa melaksanakan mediasi, kirenn tidak menpetabui
proses dun tahap mediasi, dan tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari hakim untuk menerapkan mediasi,
w2r1a liduk tersedianya ruangan untek medinsi di pengadilan. Deri semua wraian vang telah penulis kemukakan
Zalem skripsi ini perlu adznya publikasi yeog lebib luas kepada masyarakar tenang Alternatit Penyelesaian
Sefigkeln kusunyn tentang PERMA RI Nomwor 2 Tahun 2003, tinjauan ulang terhadap Pusal-pasal vang
wwrdapat dalam PERMA Rl Nomor 2 Tahun 2003 veng mengatur temang wajib mediasi dan perlunya
werifias mediator, dan Pemberian sanksi kepada Keta Pengudilan yang belum menerapkan proses mediasi,
seperti yang dianjurkan dalam PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003,
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BAHR 1

[ PENDAHULUAN

AL Latar Belakang Masalah
Pada akhir-akhir ini semakin banyek kritikan-kritikan terhadap kinerjo
peradilan, masyarakat pencari keadilan semakin tidak percava kepada dunia
peradilan. Salah satu masalah penting vang dihadapi oleh badan peradilan di

Indonesia falah lambainya proses penvelesaian perkara di Mahkamah Apung,

Dengan penyelesain perkars sebanvak 8.500 setiap tahun sedang penerimaan
perkara dalam jumlzh perkara vang lebih besar, dan selalu berambagh, dapat
diperkirakan bahwa perumpukan putusan di Mahkamah Agung tidak akan dapar

o A 1
diselesaikan.

Banyakeya perkara Kasasi maupun Peninjawsn Kembali vang digjukan ke
Mahkamah Agung disebabkan babwa sistem hukum vang berlaky sekarang in
tidak membatasi perkars aps saja vang dapat disjukan ke Mahkamah Agung,
antara lain sedapat mungkin menyelesaikan perkara di Pengadilan tinghkat
pertama atay tngkat banding, dengan musyawarsh melalui penvelesaian

senghets alternatif baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan,”

" Mahkamah Agung BI 20, Mediard dan Perdiamaian, Disampaikan cleh H. Sochaso
=t seering comitte peayusunan Peruran Mahkamah Agung No 2 tahun 20403 tentane Prosedur
Mediasi di Pengadilan), dalam Pengarzhan Dalam Rangka Pelatihon Mediater Dalam Menyanibut
Fenzrapan Mediasi, Jaknrtn, hlm. 11-12.

= Mahkamalh Amung K80
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Perkembangan masyarakat, perdapangan dan  industd semakin lama
semakin  kompleks, sehingga menghendaki  adanva  institusi vang  capat
menangani  sengketa secara cepat.  Penvelesaian  sengketa  di Pengadilan
disamping lamban, juga mabal den memboroskan energi, wokiu dun wang,
sedanpghkan dunia bisnis menghendaki efisisnsi, kerahasian seng lestacinya
hubungan kerjasama antara pedapang sehingpa peda prinsipaya menghendaki
penyelesaian sengketa melalul win-win sofurion.

Tuntan  bisnis  intermasional  dan  era  globalisasi  vang  skan
memperlakukan sistem perdagangan behss, akan meningkatkan qumlah dan
bobat sengketa  dimasyarakat wvang mengharuskan  adanyve  suat sistem
penyelesaian sengheta vang cepat, efektif dan efisien, vang dapat menyesuaikan
dengan laju kecepatan perkembangan perekonemian dan perdagangan.

Berbagal macam konflik atau sengketa timbul dalam masvarakal, dimana
sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendirl, sehinges
mereka terpaksa ke Lembapa Pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan
vang mercka buat di dalam kontrak vang mencantumkan klausula “Penvelesaian
sengketa melalui pengadilan. dan jarang melalui konsiliasi, arbitrasc. atau
mediasi”,” Hal ini dikarenskan belum banyak masyarakat yang mengenal upava
ADR {Alternavif Dispute  Resolution)  atay penyelesaian senghketa i luar

pengadilan.

" Foni Emirzon, 2001, flernanf Pesivelessicon Senghera of Luar Penpaditan, PT Gramedia

s=ais |tama, Jakamahlm, ix,
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Pada dasarmya, keberadaan allernatif penvelesaian sengkets (clsh diakui
sejak. tahun 1970, yaitu dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tenting
ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal 3 undang-unduny ini
menyatakan: “Penyelessian perkara diluar pengadilon, stas dessr perdamaian
atau melalui wasit (arbitrase), tetap diperbolebkan™.' Selain it Pasal 14 avat 2
Juga menvatakan, “Ketentuan dalam avet | jupga tidak menutup kemungkinan
untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”. Secars wuridis
keberpdagn penyelesaian sengketa alternatit diskui, sehingga ada peluang unmk
menyelesatkan sengketa atan konflik diluar pengadilan khusus kasus perdata
ataw bisnis.

[alam undang-undang Mo 30 tshun 1999 weniang arbitease dan alternatif
penyelesaian senpkets terdapat enam macam tata carn penyelesaian sengketa
diluar  pengadilan,  yaitw @ (1nKonsultasi. (23 Megosiasi.  (3).Mediasi.
{41bonsiliasi. (51 Pemberian  pendspat  hukum, (6] Arbitrase, Pengaturan
mengenai mediasi dapat ditemuksn dalam ketentuan Pasal & avat (3). "asal &
avat {#} dan Pasal & ayat (3} Undanp-undang Mo, 30 tahun 1999, Ketentuan
mengendi mediasi yang diatur dalam Pasal 6 avat (3) Undang-undang No. 30
tahun 1999 adalah merupakon sustu proses kepiatan vang dilakukan oleh [raril
pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) undang-undang No. 30 ahun 1999

Indonesia sendini telah mengenal dan mengakui cara mediasi, sebagai
alternatif’ penyelesaian sengketa. Sejak keluarmva Persturan Mahkamah Agpung
Mo, Iotahun 2005 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan vang merupakan
implementasi dart  Hukum Acara Perdata Pasal 130 Hersiene [nlandsch

Reglement (HIR) vang berlaku untuk wilaysh Jawa dan Madura, dan Pasal 154

Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg) vang berlaku untok wilavah

* Toni Emiczon, fhid him. %
* Gunawan Widjsja, 2001, Afrernailfs Povvelesaion Senghota, PT Raja Gralindn Persada,

cakanz, hlng, 9,

ard



diluar Jawa dan Madura, yang intinva mengisyaratkan upava perdoiman dalam
menyelesaikan  sengheta.  Muka  upava penvelesaian  sengketa  denyun
menggunakan mediasi layak menjadi pilihan utama. Selain dapat merundingkan
keinginan para pihak dengan julan perdamaian. upays mediasi tentunya akan
menguntungkan  pengadilan karena  mengurang; twmpukan porkara.  Tila
dicermati penyelesaion konflik atay persengketzan melalui pengodilan buwh
waktu relatif lama dan perlu biava banvak.

Setelah keluarmya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 tentany
mediasi, dalam prakteknya belum semua hakim sceara tegas mengupavakan jalur
mediasi.® Padahal, dalam Pasal 2 avat 1 Peraturan Mahkamah Apung No. 2
tahun 2003 semua perkars perdata vang diajukan ke pengadilan tingkat pertama
wajib untuk terlebih dahulu disclesaikan melalui perdamaian dengan hantuan
medialor, Pada hari pemama sidang, hakim mewajibkan para pihak untuk
menzmpuh mediasi (Pasal 3 aval | Peratursn Mahkamah Agung Mo, 2 tahun
20031, Pihak yanp bersengketa berhak memilik mediator dari dulam pengadilan
negeri maupun dari luar pengadilan negeri.

Penyelesaian suatu perkora diamana aspek damai dan kerukunan rmenjads
Wjuan utama, tampak terlihar pada perkara perdata. Terhadap setinp perkara

erdata yang disjukan ke pengadilan, pensadilan tidak langsung memeriksa dan

©www leralitas.org, akses furpak Pifuak vang Mempertamyaban  Provedur Mediosd of
== ow, koran koompas tanggsl 17 Funi 2004,



imengtapkan aturan hukumnyn, melainkan berupava mengajak pihak-pihak unok
herdamai.’

Pengadilan negeri yvang akan menjadi proyek percontohan proses mediasi
yang terintegritas dengan sistem peradilan seperti yang diatur dalam Peruturan
Mahkamab Apung Noo 2 tshun 2003, Empat pengadilan nepen  terschut

adalah:i 1) Pengadilan MNegeri Jakarta Pusat.(2). Pengadilan Negeri Surabava i3

Pengadilan  MNegeri  Padangd4).  Pengadilan  Negerd  Bengkalis. Proyek
percontohan tersebut didahului dengan pelaksanaan kegiatan program pelatihan
. bagi parz hakim dan nonhakim vang berpotensi menjadi mediator i kecmpuot
wilavah pengadilan tersebut.®

Berkaitan dengan hal diawms penulis tertarik untuk melakukan penelitian
vang  berjudul © "PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA
PERDATA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI [ 5TUDI PADA

PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)™.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang vang telah dikemukakan di atas, maka penulis
akan memberikan perumusan masalah vang berkaitan dengan judul vang penulis

ajukan. Adapun perumusan masalahnyva adalah :

" Rusli Muhammad, 006, Fomer Lembago Penpadilon fndoneia. PT Hajndrafisdo
“==zda, Jakaria, Blm. &
" www lepalitas are, akses Empar Peagudilon Negerd fudfi provek Percontohan Mediae o
“emzadifan, Msampaikan oleh H Soeharc (ketua steering comite penrusunan Peraturan Mahkamah
== Mo 2 otshun 2003 tentang Prosedur Medinsi di Pengadilan), Korin Boomipas tanggal 27
=—s=rther 2003




BAB IV
PENUTLUP
A, Kesimpulan

|, Efekrifitas pelaksansan medissi di Pengadilan WNeperi Kelas 1A Poduny
belum efektif.  Sebagaimans terdapat dalam Persturan Mahkamah A pung
Mo, 2 Tahun 2003 tentang Prosesdur Mediasi di Pengadilan, [likar dari
Jumlah perkara yang masuk di Kepaniteraan Perdata pada tahun 2004 sampal
dengan tahun 2006 sebanvak 336 (tiga raws lima pulub enam) perkara, dari
Jumlah perkara tersebul 1idak ada satu perkarapun vang diselaspikan secara
mediasi.

2. Yang menjadi penghambat  mediasi oleh Hakim di Pengadilan Meger
Padany adalah hakim-hakim yang telah mendapatkan sertifikasi pelatihan
medialor sudah pindah deri Pengadilan Negeri Padung, tidak adanys Upayi
vang sungguh-sungguh o dari hakim untuk menerapkan mediasi dalam
menyelesatkan perkara perdata, dan belum tersedianva ruanpan atau gedung

vang khusus untuk mediasi.

B. Baran
Setelah penulis kemukakan Beberapa kesimpulan dari hasil penclitian, maka
disini penulis mengemukakan saran-saran yang kiranva bermanfual bagi pembaca

umumnya dan bagi para pihak vang berperkara serta hakim kususnya:



I, Perlu adanva publikasi vang lebih luas oleh pihak Pengadilan umumnya,

khususnya Mahkamah Agung sendin. kepady masvarakat tentang Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediusi i
Pengadilan. Karena semenjak keluarnvs Peraturan Mahkamah Azung Rl
Namor 2 Tahun 2003 ini di Pengadilan Negeri Padang tidak terlaksana sama

sokall.

. Perlunya tinjauan ulang terhadap Pasal-pasal yang terdapal dalam Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomer 2 Tahun 2003 vang menpatur enfang wajib
mediasi pada saat sidang pertama kalinys (Pasal 3 ayal | vane berbunyi
“Poda hart sidang pertame vang  dikadivi Sedwa hefah pifak, hakim
mewajibkan para piok yeng berperkara agar lebih dahulu mencmph
mediasi”. Serta Perlunva tinjauan ulang terhadap Pasal & ayal | vang
berbunyi “Mediaier pada setiap pengadilan beraval davi hedungan hakim
dan huan hakim yvang telalt memiliki sertifikar sehagal mediator . Farena
sertifikasi mediator ini, dijadikan alasan pembenar olel hakim untek tidak
melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Namor 2 Tahun 2003 rentang

prosedur mediasi di Pengadilun,

Su
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